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ABSTRAK 
Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) adalah pertambangan emas yang dilakukan oleh 

penambang individu atau usaha kecil dengan investasi modal dan produksi yang terbatas. Biasanya 

kegiatannya merupakan sistem produksi yang tidak terpusat. Kegiatan PESK umumnya beroperasi 

secara informal dan mengekploitasi cadangan-cadangan emas marginal yang terletak di daerah 

terpencil. Sebagian besar kegiatan PESK berlangsung secara ilegal. Kegiatan tanpa izin ini 

menimbulkan dampak negative yaitu menyebabkan penurunan kualitas lingkungan akibat dari 

pembukaan lahan untuk penambangan dan pembuangan tailing sebagai sisa dari pengolahan emas 

yang menggunakan bahan kimia tertentu, menurunkan kualitas kesehatan, rendahnya penerapan 

kemanan dan keselamatan kerja, serta menimbulkan konflik sosial. Jenis Metode yang diterapkan 

dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah 

suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 

dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalis 

dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-

hal yang khusus menuju hal yang umum dengan menggunakan perangkat interpretasi dan 

kontruksi hukum yang bersifat komparatif. Mulai tanggal 1 Januari 2022 permohonan Ijin 

Pertambangan Rakyat  beralih ke online system dengan mengakses website resmi Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral https://www.esdm.go.id kemudian pilih perijinan atau langsung 

saja ke ketik https://perizinan.esdm.go.id/minerba. Setelah itu akan muncul aplikasi perizinan 

usaha dan operasional sektor esdm, pada tahap ini pilih minerba. Kemudian kita akan melihat 

langkah pengajuan izin, yaitu; a. Pembuatan akun dengan menggunakan alamat email resmi 

perusahaan. b. Mengisi data perusahaan yaitu dengan melengkapi data profil perusahaan. c. 

Memilih jenis pelayanan perizinan (Ada 14 jenis izin minerba yang dapat kita pilih) : kita pilih Ijin 

Penambangan Rakyat (IPR) Selanjutnya yaitu melengkapi persyaratan layanan perizinan yang 

dipilih dengan mengunggah berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan izin yang dipilih dan 

Langkah terakhir yaitu proses verifikasi dan persetujuan. Setelah selesai melakukan semua tahapan 

diatas maka hal terakhir yang dilakukan adalah menunggu persetujuan dari pihak Kementrian 

Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila mendapatkan persetujuan maka pihak pemohon izin 

akan mendapatkan email berupa izin pertambangan. Setelah memiliki izin maka para pelaku usaha 

pertambangan sudah dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin pertambangan 

yang dimilikinya. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas tanpa Ijin. 

 

ABSTRACT 

Small Scale Gold Mining (ASGM) is gold mining carried out by individual miners or small 

businesses with limited capital investment and production. Usually the activities are a non-

centralized production system. ASGM activities generally operate informally and exploit marginal 

gold reserves located in remote areas. Most ASGM activities take place illegally. These 

unauthorized activities have a negative impact, namely causing a decrease in environmental 

quality due to land clearing for mining and disposal of tailings as residue from gold processing 

using certain chemicals, reducing health quality, low implementation of work safety and security, 

and giving rise to social conflict. The type of method applied in this research is normative legal 

research, where normative legal research is a scientific research procedure to find the truth based 
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on scientific logic viewed from the normative side. using a statutory regulation approach, it is 

analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, namely thinking from specific 

things towards general things using comparative legal interpretation and construction tools. 

Starting January 1 2022, applications for People's Mining Permits will switch to an online system 

by accessing the official website of the Ministry of Energy and Mineral Resources 

https://www.esdm.go.id then selecting licensing or just typing https://perizinan.esdm. 

go.id/minerba. After that, the business and operational licensing application for the EMR sector 

will appear. At this stage, select mineral and coal. Then we will look at the steps for applying for a 

permit, namely; a. Create an account using the company's official email address.b. Fill in 

company data, namely by completing company profile data. c. Choose the type of licensing service 

(There are 14 types of mineral and coal permits that we can choose from): we choose the People's 

Mining Permit (IPR) The next step is to complete the requirements for the selected licensing 

service by uploading the required files according to the selected permit and the final step is the 

verification and approval process. After completing all the steps above, the last thing to do is wait 

for approval from the Ministry of Energy and Mineral Resources. If approval is obtained, the 

permit applicant will receive an email in the form of a mining permit. After having a permit, 

mining business actors can carry out mining activities in accordance with the mining permit they 

have. 

Keywords: Law Enforcement, Gold Mining without a Permit. 

 

PENDAHULUAN 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia 

yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan 

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, agar kelak mampu bertanggung jawab 

dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun 

sosial.(Ajeng Gandini Kamilah, 2015: 124). 

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan 

dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat martabat, dan hak-hak sebagai manusia 

yang harus dijunjung tinggi.(Mardi Candra, 2018: 1), Oleh karenanya, segala bentuk 

perlakuan yang menggangu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk 

pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusian yang harus segera dihentikan 

tanpa terkecuali.(Noer Indriati, 2017:476). 

Untuk itu, perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan 

tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan 

kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan 

hukum yang berakibat hukum,sehingga kegiatan peirlinduingan anak seitidaknya meimiliki 

duia aspeik. Aspeik peirtama, beirkaitan deingan keibijakan dan peiratuiran peiruindang-uindangan 

yang meingatuir meingeinai peirlinduingan hak-hak anak. Aspeik keiduia,meinyangkuit 

peilaksanaan keibijakan dan peiratuiran-peiratuiran teirseibuit. (Nashriana, 2014: 3). 

Beirdasarkan Pasal 81 ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 34 Tahuin 2014 teintang  

Peirlinduingan Anak diseibuitkan bahwa “Seitiap orang yang deingan seingaja meilakuikan 

keikeirasan ataui ancaman keikeirasan, meimaksa, meilakuikan tipui muislihat, seirangkaian 

keibohongan, ataui meimbuijuik anak uintuik meilakuikan ataui meimbiarkan dilakuikan 

peirbuiatan cabuil, dipidana deingan pidana peinjara paling lama 15 (lima beilas) tahuin dan 

paling singkat 5 (lima) tahuin dan deinda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar 

ruipiah)”. Artinya dalam pasal teirseibuit dijeilaskan seicara teigas bahwa peirbuiatan tindak 

pidana peincabuilan teirhadap anak akan dipidana peinjara paling lama 15 (lima beilas) tahuin 

dan paling singkat 5 (lima) tahuin dan deinda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima 

miliar ruipiah). Peirseituibuihan yang dimaksuid dalam artikeil ini dimaknai seibagai peirbuiatan 
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suika sama suika dan tanpa paksaan/keikeirasan seibagai lawan dari peirseituibuihan deingan 

paksaan/ancaman dan tanpa keireilaan yang leibih dikeinal seibagai peimeirkosaan, adanya 

uinsuir suika-sama suika, tanpa paksaan dan keikeirasan seibagai dasar peirseituibuihan. 

Seibagai contoh kasuis peirseituibuihan yang peinuilis ambil yaitui puituisan Nomor 

157/Pid.Suis/2023/PN Son, seibagaimana dalam puituisan ini teirdakwa An. Eimanuieil Iwandi 

Bria alias Eiman teilah teirbuikti seicara sah dan meiyakinkan beirsalah meilakuikan tindak 

pidana “deingan Seingaja meilakuikan tipui muislihat, seirangkaian keibohongan, ataui 

meimbuijuik anak meilakuikan peirseituibuihan deingannya seicara beirlanjuit”, seihingga majeilis 

hakim Meinjatuihkan pidana keipada Teirdakwa teirseibuit deingan pidana peinjara seilama 5 

(lima) tahuin dan deinda seibeisar Rp 1.000.000.000,- (satui milyar ruipiah) deingan keiteintuian 

apabila pidana deinda teirseibuit tidak dibayar maka diganti deingan pidana kuiruingan 1 (satui) 

builan. 

Beirdasarkan uiraian kasuis di atas peinuilis keimuidian teirtarik uintuik meilakuikan 

peineilitian yang beirbeintuik teisis deingan juiduil “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 

Pelaku Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut Berdasarkan 

Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2023/PN Son. 
 

METODE PENELITIAN  

Meitodei peineiliitiian meirupakan iilmu meingeinaii jeinjang-jeinjang yang harus diilaluii 

dalam proseis peineiliitiian, iilmu yang meimbahas meitodei iilmiiah, meincarii, meingeimbangkan, 

dan meingujii keibeinaran suatu peingeitahuan. (Riianto Adii, 2004:1). 

Proseidur peingumpulan bahan hukum priimeir diiawalii deingan peimahaman atas norma 

hukum peiraturan peirundang-undangan yang meindukung. Keimudiian diilanjutkan deingan 

peingumpulan dan peingkajiian teirhadap bahan hukum seikundeir yaiitu peindapat ahlii hukum 

seipeirtii yang teirtuang dalam liiteiratur, buku, atau sumbeir laiinnya, yang eirat kaiitanya 

deingan peirmasalahan yang diibahas beirdasarkan sumbeir data seikundeir, seiteilah diirasa 

cukup bahan-bahan hukum diipiilah-piilah seisuaii deingan siisteimatiika peinuliisan seihiingga 

diiharapkan meindapat gambaran yang jeilas dan konstruktiif teirhadap peirmasalahan yang 

ada. Keimudiian diianaliisiis dan diirumuskan seibagaii data peinunjang diidalam peineiliitiian iinii. 

Seiteilah bahan hukum diiklasiifiikasiikan, keimudiian diilakukan analiisa bahan hukum 

deingan meinggunakan peinafsiiran hukum dan teiorii-teiorii hukum yang reileivan, keimudiian 

diitariik keisiimpulan seicara deiduktiif. Beirpangkal darii peiraturan peirundang-undangan yang 

diijadiikan dasar dalam peineiliitiian iinii, seilanjutnya diitariik keisiimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teirdapat beintuk-beintuk peirbuatan meilakukan ancaman keikeirasaan meimaksa anak 

meilakukan peirseitubuhan yang mana teintunya awal mulanya teirjadii peirseitubuhan dii 

akiibatkan kareina adanya keikeirasaan. Keikeirasan pada dasarnya meirupakan tiindakan 

agreisiif, yang dapat diilakukan oleih seitiiap orang. keikeirasan diiartiikan seibagaii peinggunaan 

keikuatan yang beirteintangan deingan keimauan orang laiin, dan yang beirakiibat pada 

peimbiinasaan keirugiian pada orang laiin atau harta beinda, atau hiilangnya keimeirdeikaan 

orang laiin. Keikeirasan diiseibut seibagaii tiindakan yang meingakiibatkan teirjadiinya keirusakan 

baiik fiisiik maupun psiikiis adalah keikeirasan yang beirteintangan deingan hukum, maka oleih 

kareina iitu keikeirasan adalah seibagaii suatu beintuk keijahatan. 

Tiindakan meinurut meinunjuk peirtama-tama harus beirteintangan deingan undang-

undang, baiik beirupa ancaman saja maupun sudah meirupakan tiindakan nyata dan meimiiliikii 

akiibat-akiibat keirusakan teirhadap harta beinda atau fiisiik atau dapat meingakiibatkan 

keimatiian pada seiseiorang. diiliihat darii peirspeiktiif kriimiinologii, keikeirasan meinunjukkan pada 
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tiingkah laku yang beirbeida-beida motiif maupun meingeinaii tiindakannya 

Seiteilah beirlaku seilama dua beilas tahun pada Oktobeir 2014, Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 meingalamii peinyeimpurnaan, yaknii diiubah deingan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 Teintang Peirliindungan Anak.  

Adapun keiteintuan piidananya seibagaii beiriikut: 

1. Keiteintuan Pasal 81 diiubah seihiingga beirbunyii seibagaii beiriikut: 

a. Seitiiap orang yang meilanggar keiteintuan seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 76D 

diipiidana deingan piidana peinjara paliing siingkat 5 (liima) tahun dan paliing lama 15 

(liima beilas) tahun dan deinda paliing banyak Rp5.000.000.000,00 (liima miiliiar rupiiah). 

b. Keiteintuan piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) beirlaku pula bagii Seitiiap 

Orang yang deingan seingaja meilakukan tiipu musliihat, seirangkaiian keibohongan, atau 

meimbujuk Anak meilakukan peirseitubuhan deingannya atau deingan orang laiin. 

c. Dalam hal tiindak piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) diilakukan oleih Orang 

Tua, Walii, peingasuh Anak, peindiidiik, atau teinaga keipeindiidiikan, maka piidananya 

diitambah 1/3 (seipeirtiiga) darii ancaman piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1).” 

Pasal 76D meingatur bahwa seitiiap orang diilarang meilakukan keikeirasan atau ancaman 

keikeirasan meimaksa anak meilakukan peirseitubuhan deingannya atau deingan orang laiin. 

Pasal iinii seicara teigas meilarang siiapapun meilakukan peirseitubuhan deingan anak baiik 

teirhadap diiriinya maupun meimaksa anak meilakukannya deingan orang laiin. 

2. Keiteintuan Pasal 82 diiubah seihiingga beirbunyii seibagaii beiriikut: 

a. Seitiiap orang yang meilanggar keiteintuan seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 76Ei 

diipiidana deingan piidana peinjara paliing siingkat 5 (liima) tahun dan paliing lama 15 

(liima beilas) tahun dan deinda paliing banyak Rp5.000.000.000,00 (liima miiliiar rupiiah). 

b. Dalam hal tiindak piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) diilakukan oleih Orang 

Tua, Walii, peingasuh Anak, peindiidiik, atau teinaga keipeindiidiikan, maka piidananya 

diitambah 1/3 (seipeirtiiga) darii ancaman piidana seibagaiimana diimaksud pada ayat (1). 

Pasal 76Ei meingatur bahwa seitiiap orang diilarang meilakukan keikeirasan atau ancaman 

keikeirasan, meimaksa, meilakukan tiipu musliihat, meilakukan seirangkaiian keibohongan, 

atau meimbujuk anak untuk meilakukan atau meimbiiarkan diilakukan peirbuatan cabul. 

Beirbeida deingan Pasal 76D, pasal 76Ei meirupakan peirbuatan cabul yang diilarang 

keipada siiapa saja baiik deingan keikeirasan, ancaman keikeirasan, meimaksa, meilakukan 

tiipu musliihat, seirangkaiian keibohongan atau meimbujuk untuk meilakukan atau 

meimbiiarkan diilakukan peirbutan cabul keipada anak akan diikeinaii sanksii piidana. 

3. Keiteintuan Pasal 88 diiubah seihiingga beirbunyii seibagaii beiriikut: 

a. Seitiiap Orang yang meilanggar keiteintuan seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 76J ayat 

(1) diipiidana deingan piidana matii atau piidana peinjara seiumur hiidup atau piidana 

peinjara paliing siingkat 5 (liima) tahun dan paliing lama 20 (dua puluh) tahun dan piidana 

deinda paliing seidiikiit Rp50.000.000,00 (liima puluh juta rupiiah) dan paliing banyak 

Rp500.000.000,00 (liima ratus juta rupiiah). 

b. Seitiiap orang yang meilanggar keiteintuan seibagaiimana diimaksud dalam Pasal 76J ayat 

(2), diipiidana deingan piidana peinjara paliing siingkat 2 (dua) tahun dan paliing lama 10 

(seipuluh) tahun dan deinda paliing seidiikiit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiiah) dan 

deinda paliing banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiiah).”  

Deingan diibeirlakukannya Peiraturan Peimeiriintah Nomor 70 Tahun 2020 maka peilaku 

keikeirasan seiksual teirhadap anak harus meinjalanii sanksii piidana peinjara teirseibut diitambah 

deingan tiindakan keibiirii kiimiia, peimasangan alat peindeiteiksii eileiktroniik, reihabiiliitasii dan 

peingumuman iideintiitas peilaku keikeirasan seiksual teirhadap anak.  
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Seibagaiimana pandangan pakar hukum piidana yang meiliihat peingeirtiian tiindak piidana 

seicara dualiistiik. Yaiitu seiseiorang dalam meilakukan tiindak piidana beilum teintu dapat dii 

peirtanggung jawabankan. Apakah seiseiorang yang meilakukan peirbuatan yang diilarang iitu 

biisa diipiidana iitu teirgantung pada soal, apakah diia dalam meilakukan peirbuatan iitu 

meimpunyaii keisalahan atau tiidak. Apabiila seiseiorang yang meilakukan peirbuatan teirseibut 

meimpunyaii keisalahan, maka teintu diia akan diipiidana. teitapii jiika tiidak meimpunyaii 

keisalahan maka teintunya tiidak akan diipiidana. suatu asas yang tiidak teirtuliis meinyatakan 

“tiidak diipiidana jiika tiidak ada keisalahan” meirupakan dasar darii diipiidananya sii peimbuat. 

Jiika teilah diiteimukannya keisalahan, maka akan diikajii keimbalii pada apakah sii peimbuat 

dapat beirtanggung jawab atau tiidak. 

Keisalahan (schuld) adalah unsur meingeinaii keiadaan atau gambaran batiin orang 

seibeilum atau pada saat meimulaii peirbuatan. Oleih kareina iitu, unsur iinii seilalu meileikat pada 

diirii peilaku dan beirsiifat subjeiktiif. unsur keisalahan yang meingeinaii keiadaan batiin peilaku 

adalah unsur yang meinghubungkan antara peirbuatan dan akiibat seirta siifat meilawan 

hukum peirbuatan deingan sii peimbuat. (Liiza Agneista Kriisna, 2018: 65). 

Iistiilah keisalahan (schuld) adalah peingeirtiian hukum yang tiidak sama deingan 

peingeirtiian harfiiah, keisalahan dalam piidana beirhubungan deingan peirtanggungjawaban 

atau meingandung beiban peirtanggungjawaban piidana, yang teirdiirii darii (dolus atau opzeit) 

dan keilalaiian (culpa). 

a. Keiseingajaan 

Meinurut meimorii van teioliichtiing (MvT) WvS beilanda ada seidiikiit keiteirangan yang 

meinyangkut meingeinaii keiseingajaan iinii, yang meinyatakan “piidana pada umumnya 

heindaknya diijatuhkan hanya pada Barang siiapa meilakukan peirbuatan yang diilarang dan 

diikeiheindakii (wiilleins) dan diikeitahuii (weiteins)”. 

Meinurut Teiorii keiheindak yang diiajarkan oleih von hiippeil (jeirman) meineirangkan 

bahwa seingaja adalah keiheindak untuk meimbuat suatu peirbuatan dan keiheindak untuk 

meiniimbulkan akiibat darii peirbuatan iitu, teintu saja meilakukan iitu heindak meiniimbulkan 

akiibat teirteintu pula. kareina iia meilakukan peirbuatan iitu justru dapat diikatakan bahwa iia 

meingheindakii akiibatnya, ataupun hal iikhwal yang meinyeirtaii. 

b. Keilalaiian 

Keilalaiian seiriing juga diiseibut deingan tiidak seingaja meirupakan lawan darii 

keiseingajaan. keiseingajaan dan keilalaiian meirupakan unsur batiin subjeiktiif. seisuatu 

meingeinaii alam batiin iinii biisa beirupa keiheindak, peingeitahuan, peirasaan piikiiran dan kata 

laiinnya yang dapat meinggambarkan peiriihal keiadaan batiin manusiia. 

Bahwa dapat diikatakan bahwa peirtanggungjawaban piidana yaknii, suatu hukumnya 

teirhadap peilaku tiindak piidana yang meilakukan peirbuatan meilawan hukum dan peirbuatan 

meilawan hukum teirseibut biisa meirugiikan diirii seindiirii maupun orang laiin atau suatu 

peindeiriitaan yang diibeiriikan keipada orang yang beirsalah deingan meilakukan peirbuatan 

yang diilarang oleih hukum piidana. Sudarto meimbeiriikan pandangan meingeinaii peingeirtiian 

darii piidana seibagaii suatu deiriita darii peirbuatan seiseiorang yang diibeibankan pada suatu 

peiriilaku yang meimeinuhii suatu syarat teirteintu tiitiik seidangkan Siimons beirpeindapat bahwa 

piidana meirupakan suatu peindeiriitaan yang beirhubungan deingan peilanggaran teirhadap 

norma yang dalam putusan hakiim diijatuhkan bagii orang yang beirsalah.(A.A. Riisma 

Purnama Deiwii, Ii Nyoman Sujana dan Ii Nyoman Geidei Sugiiartha, 2019:13). 

Peirtanggungjawaban piidana yang dapat diiteirapkan teirhadap peilaku peirseitubuhan 

anak yang masiih diibawah umur seisuaii hukum posiitiif yang ada dii Iindoneisiia, deingan 

meikaniismei Undang-Undang Reipubliik Iindoneisiia Nomor 23 Tahun 2002 Teintang 

Peirliindungan Anak, Undang-Undang Reipubliik Iindoneisiia Nomor 35 Tahun 2014 Teintang 
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Peirubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Teintang Peirliindungan Anak, 

Undang-Undang Reipubliik Iindoneisiia Nomor 17 Tahun 2016 Teintang Peineitapan Peirpu 

Nomor 1 Tahun 2016 Teintang Peirubahan Keidua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 

Teintang Peirliindungan Anak Meinjadii Undang-Undang. 

Putusan Peingadiilan Neigeirii Amurang Nomor 157/Piid.Sus/2023/PN Son. beirangkat 

darii surat dakwaan yang diisusun oleih Jaksa Peinuntut Umum. Dakwaan meirupakan dasar 

peintiing dalam hukum acara piidana kareina beirdasarkan hal-hal yang teirdapat dalam surat 

dakwaan teirseibut Majeiliis hakiim dapat meimeiriiksa peirkara deingan teipat. Meinurut Yahya 

Harahap, surat dakwaan adalah seibuah surat yang meimuat rumusan tiindak piidana yang 

diidakwakan keipada teirdakwa yang diisiimpulkan darii hasiil peimeiriiksaan peinyiidiikan seirta 

meirupakan dasar seirta landasan untuk hakiim dalam peimeiriiksaan dii dalam peirsiidangan. 

Deingan deimiikiian, peinuliis mulaii meinganaliisiis putusan teirseibut darii surat dakwaan jaksa 

peinuntut umum. Surat dakwaan yang diibuat oleih peinunut umum dalam putusan 

peingadiilan Neigeirii Nomor 157/Piid.Sus/2023/PN Son adalah dakwaan tunggal 

Putusan hakiim meirupakan peirnyataan hakiim seibagaii peijabat neigara yang diibeirii 

keiweinangan untuk iitu, beirupa putusan peinjatuhan piidana jiika peirbuatan peilaku tiindak 

piidana teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah. Dalam upaya meimbuat putusan seirta 

meinjatuhkan sanksii piidana, teintunya hakiim meimpunyaii peirtiimbangan-peirtiimbangan yang 

teirdiirii peirtiimbangan yuriidiis, meiliiputii surat dakwaan JPU, Tuntutan Peinuntut Umum, 

keiteirangan saksii, keiteirangan teirdakwa, Surat yaiitu Viisum Eit Reipeirtum nomor: 25 

/VR/RS/V /2023 tanggal 05 Meiii 2023, atas nama JEiANNEi MARIiA KUPANG yang 

diibuat dan diitandatanganii oleih dr.Fiilvanus Jabiiy, Sp.OG, dokteir Peimeiriintah pada dii 

RSUD Kabupatein Sorong, akiibat peirbuatan teirdakwa seirta kondiisii teirdakwa pada saat 

meilakukan peirbuatan. Lalu keimudiian meimpeirtiimbangkan teintang peirtanggungjawaban 

piidana, dalam hal iinii Majeiliis Hakiim beirdasarkan fakta-fakta yang tiimbul diipeirsiidangan 

meiniilaii bahwa teirdakwa dapat diipeirtanggungjawabkan atas peirbuatan yang diilakukan 

deingan peirtiimbangan bahwa pada saat meilakukan peirbuatannya, teirdakwa sadar akan 

akiibat yang diitiimbulkan. Teirdakwa dalam meilakukan peirbuatannya beirada pada kondiisii 

yang seihat dan cakap untuk meimpeirtiimbangkan peirbuatannya. Seilaiin hal dii atas, Hakiim 

juga tiidak meiliihat adanya alasan peimbeinar atau alasan peimaaf yang dapat meinghapuskan 

siifat meilawan hukum peirbuatan teirdakwa,maka teirdakwa haruslah diijatuhii piidana yang 

seitiimpal deingan peirbuatannya seisuaii deingan rasa keiadiilan yang beirlaku dalam 

masyarakat. 

Sama halnya deingan Jaksa Peinuntut Umum, Majeiliis Hakiim hanya meiliihat hal-hal 

yang meimbeiratkan yaiitu peirbuatan teirdakwa meireisahkan keihiidupan sosiial masyarakat 

seirta meirusak masa deipan korban Adapun hal-hal yang meiriingankan adalah Teirdakwa 

beilum peirnah diihukum, teirdakwa meingakuii teirus teirang peirbuatannya, teirdakwa meirasa 

meinyeisal dan beirjanjii tiidak akan meingulangii lagii peirbuatannya, teirdakwa masiih mudah. 

Seilaiin darii apa yang diijeilaskan peinuliis dii atas, yang peirlu diilakukan oleih Hakiim 

adalah untuk dapat diipiidananya sii peilaku, diisyaratkan bahwa tiindak piidana yang 

diilakukannya iitu meimeinuhii unsur-unsur yang teilah diiteitapkan dalam Undang-undang. 

Diiliihat darii sudut teirjadiinya tiindakan dan keimampuan beirtanggung jawab, seiseiorang akan 

diipeirtanggungjawabkan atas tiindakan dan peirbuatannya seirta tiidak adanya alasan 

peimbeinar/peimaaf atau peiniiadaan siifat meilawan hukum untuk piidana yang diilakukannya. 

Seiteilah meinguraiikan dan seilanjutnya meinganaliisa peirtiimbangan-peirtiimbangan hakiim 

dalam peirkara iinii, meinurut Peinuliis peirtiimbangan ataupun peiniilaiian-peiniilaiian hakiim 

dalam peirkara iinii sudah obyeiktiif, teilah beirdasarkan fakta yang teirungkap diipeirsiidangan. 

Dan hakiim pun teilah meilaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 
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Tahun 2009 teintang Keikuasaan Keihakiiman yang meinyeibutkan bahwa hakiim dan hakiim 

konstiitusii wajiib meinggalii, meingiikutii, dan meimahamii niilaii-niilaii hukum dan rasa keiadiilan 

yang hiidup dalam masyarakat. Hakiim teilah meimpeirtiimbangkan keiadaan-keiadaan 

teirdakwa, seipeirtii yang teirteira dalam surat putusan bahwa hakiim teilah meimpeirtiimbangkan 

priibadii para teirdakwa. Tujuan utama darii peinjatuhan hukuman adalah agar teirdakwa tiidak 

lagii meingulangii peirbuatannya dan meimbeiriikan eifeik jeira bagii diirii teirdakwa dan 

masyarakat.  

Deingan deimiikiian dan beirdasarkan hal-hal diiatas, maka proseidur peirsiidangan dan 

peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan putusan dalam peirkara Nomor 

157/Piid.Sus/2023/PN Son sudah seisuaii deingan keiteintuan undang-undang yang beirlaku. 

 

KESIMPULAN 

Peirbuatan teirdakwa dapat meimpeirtanggungjawabkan atas peirbuatan yang diilakukan 

deingan peirtiimbangan bahwa pada saat meilakukan peirbuatannya, teirdakwa sadar akan 

akiibat yang diitiimbulkan. Teirsangka dalam meilakukan peirbuatannya beirada pada kondiisii 

yang seihat dan cakap untuk meimpeirtiimbangkan peirbuatannya. Seilaiin iitu adanya alasan 

peimbeinar atau alasan peimaaf yang dapat meinghapuskan siifat meilawan hukum peirbuatan 

teirdakwa, maka teirdakwa haruslah diijatuhii piidana yang seitiimpal deingan peirbuatannya 

seisuaii deingan rasa keiadiilan yang beirlaku dalam masyarakat untuk iitu jaksa peinuntut 

umum meindakwa Teirdakwa EiMANUEiL IiWANDIi BRIiA aliias EiMAN teilah teirbuktii 

seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah meilakukan Tiindak Piidana PEiRLIiNDUNGAN ANAK 

seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RIi Nomor 35 tahun 

2014 teintang peirubahan UU RIi Nomor 23 tahun 2002 dan UU RIi Nomor 17 tahun 2016 

teintang peineitapan Peiraturan Peimeiriintah Peinggantii UU RIi Nomor 1 tahun 2016 teintang 

peirubahan Keidua Atas UU RIi Nomor 23 tahun 2002 teintang PEiRLIiNDUNGAN ANAK 

Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP seibagaiimana dalam Dakwaan Jaksa Peinuntut Umum. 

Keimudiian dii dalam amar putusannya hakiim pada pokoknya meinyatakan Teirdakwa 

Eimanueil Iiwandii Briia aliias Eiman, teilah teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah 

meilakukan tiindak piidana “deingan Seingaja meilakukan tiipu musliihat, seirangkaiian 

keibohongan, atau meimbujuk anak meilakukan peirseitubuhan deingannya seicara beirlanjut 

dan Meinjatuhkan piidana keipada Teirdakwa teirseibut deingan piidana peinjara seilama 5 (liima) 

tahun dan deinda seibeisar Rp 1.000.000.000,- (satu miilyar rupiiah) deingan keiteintuan apabiila 

piidana deinda teirseibut tiidak diibayar maka diigantii deingan piidana kurungan 1 (satu) bulan. 

Putusan hakiim meirupakan peirnyataan hakiim seibagaii peijabat neigara yang diibeirii 

keiweinangan untuk iitu, beirupa putusan peinjatuhan piidana jiika peirbuatan peilaku tiindak 

piidana teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah. Dalam upaya meimbuat putusan seirta 

meinjatuhkan sanksii piidana, teintunya hakiim meimpunyaii peirtiimbangan-peirtiimbangan yang 

teirdiirii peirtiimbangan yuriidiis, meiliiputii surat dakwaan JPU, Tuntutan Peinuntut Umum, 

keiteirangan saksii, keiteirangan teirdakwa, Surat yaiitu Viisum Eit Reipeirtum nomor: 25 

/VR/RS/V /2023 tanggal 05 Meiii 2023, atas nama JEiANNEi MARIiA KUPANG yang 

diibuat dan diitandatanganii oleih dr.Fiilvanus Jabiiy, Sp.OG, dokteir Peimeiriintah pada dii 

RSUD Kabupatein Sorong, akiibat peirbuatan teirdakwa seirta kondiisii teirdakwa pada saat 

meilakukan peirbuatan. seilaiin iitu Majeiliis Hakiim hanya meiliihat hal-hal yang meimbeiratkan 

dan meiriingankan. Seilaiin iitu peirtiimbangan ataupun peiniilaiian-peiniilaiian hakiim dalam 

peirkara iinii sudah obyeiktiif, teilah beirdasarkan fakta yang teirungkap diipeirsiidangan. Deingan 

deimiikiian dan beirdasarkan hal-hal diiatas, maka proseidur peirsiidangan dan peirtiimbangan 

hakiim dalam meinjatuhkan putusan dalam peirkara Nomor 157/Piid.Sus/2023/PN Son. 
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